KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK

SECARA BERKELANJUTAN SEMESTER I (SATU)
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya

pelayanan pemutakhiran data partai politik yang
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di tingkat
Kota Madiun, diperlukan Pemutakhiran Data dan
Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Semester

1 (satu) melalui Sistem Informasi Partai Politik;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun
tentang Pembentukan Tim Kerja Pemutakhiran Data
Partai Politik Secara Berkelanjutan Semester 1 (satu)
Melalui Sistem Informasi Partai Politik di Komisi

Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2026;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
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KESATU

0=

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun

2021 perubahan atas Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
disebutkan Partai  Politik dapat  melakukan
Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan

melalui Sipol Tahun 2026;

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun

2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang
Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik
Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai

Politik;

. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor: 464/PL/01.1-SD/06/2026,Perihal:
Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara
berkelanjutan melalui Sipol semester I (Satu) Tahun

2026;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN SEMESTER I (SATU) MELALUI SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2026.

Membentuk Tim Kerja Pemutakhiran Data Partai Politik

Secara Berkelanjutan Semester 1 (satu) Melalui Sistem
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Pemilihan Umum Kota Madiun sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Kerja Pemutakhiran Data Partai Politik Secara
Berkelanjutan Semester 1 (satu) Melalui Sistem Informasi
Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Madiun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
bertugas memberikan pelayanan dan fasilitas konsultasi
terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik dan
Bawaslu di Kota Madiun.

Waktu pelayanan Tim Kerja Pemutakhiran Data Partai
Politik Secara Berkelanjutan Semester 1 (satu) yang
dilaksanakan pada hari Senin-Kamis pukul 08.00-16.00
WIB dan Jumat pukul 08.00-16.30 WIB. Untuk
memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud, Partai
Politik datang langsung pada kantor Komisi Pemilihan
Umum Kota Madiun.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Madiun
pada tanggal 05 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

RETNO MEYLIA MUSLIM
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NO 20
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN SEMESTER I
(SATU) MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA

BERKELANJUTAN SEMESTER I (SATU) MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN TAHUN 2026

KEDUDUKAN
No NAMA JABATAN
DALAM TIM
Retno Meylia
1. Sekretraris Pengarah
Muslim
Kepala Sub Bagian Teknis
2. | Dwi Arifianto Penyelenggaran Pemilu dan Ketua
Hukum
Kepala Sub Bagian Keuangan,
3. | Eka Paramithasari Anggota
Umum dan Logistik
Kepala Sub Bagian
Partisipasi,
4. | Nur Hansah Anggota
Hubungan Masyarakat
dan SDM
Kepala Sub Bagian
5. | Nurwidyarini D.P Perencanaan, Anggota
Data dan Informasi
Penata Kelola Pemilihan
6. | Juni Nurul Imawati Anggota
Umum Ahli Muda
Staf Subbagian
7. | Retno Sari W Keuangan, Umum dan Anggota
Logistik
8. | Prita Liana P Pranata Komputer Mahir Anggota
Staf Subbagian
9. | Heru Cahyono Keuangan, Umum dan Anggota
Logistik
10. | Dodik MekeraHidelARitapdatangani secgr@éjelggfbm%rgwﬁkan sertifikat glektronik Anggota
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN):
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Perencanaan, Data dan

Informasi

11.

Dwiyanita

Paramarini

Staf Subbagian
Keuangan, Umum dan

Logistik

Anggota

12.

Kristine Catur TS

Staf Subbagian
Keuangan, Umum dan

Logistik

Anggota

13.

Boby Kurniawan

Staf Subbagian
Partisipasi, Hubungan

Masyarakat dan

SDM

Anggota

14.

Fitri Karinawati

Staf Subbagian
Partisipasi, Hubungan

Masyarakat dan
SDM

Anggota

15.

Suparmin

Staf Subbagian
Perencanaan, Data dan

Informasi

Anggota

16.

Annisa Dhea

Rahmatika

Staf Teknis Penyelenggaran

Pemilu dan Hukum

Anggota

17.

Hisyam Mega Putro

Staf Teknis Penyelenggaran

Pemilu dan Hukum

Anggota

18.

Joni Hermawan

Staf Teknis Penyelenggaran

Pemilu dan Hukum

Anggota

19.

Lukmanul Khakim

Staf Subbagian
Perencanaan, Data dan

Informasi

Anggota

20.

Herry Sulistiyono

Staf Subbagian
Partisipasi, Hubungan

Masyarakat dan
SDM

Anggota

21.

Gusnizarr Akbar. T

Staf Subbagian
Partisipasi, Hubungan
Masyarakat dan

SDM

Anggota

22.

Dadang Purwanto

Staf Subbagian
Keuangan, Umum dan

Logistik

Anggota
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Staf Subbagian
23. | Supriyadi Keuangan, Umum dan Anggota
Logistik
Staf Subbagian
24. | Agus Supriyono Keuangan, Umum dan Anggota
Logistik
Staf Subbagian
Aditya Rizky Dwi
25. Keuangan, Umum dan Anggota
Saputra
Logistik
Sabila Rahmatami Staf Teknis Penyelenggaran
26. Anggota
Puspita Pemilu dan Hukum
Staf Subbagian
27. | Radifan Rizkyasony Keuangan, Umum dan Anggota
Logistik
Staf Subbagian
Yanuarius Agry
28. Perencanaan, Data dan Anggota
Anggianto
Informasi
Staf Subbagian
29. | Gatot Sutrisno Keuangan, Umum dan Anggota

Logistik
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